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ABSTRAK

Harmoko. 201710115065. “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam
Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Larangan Mengemis Di
Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Bekasi) .

UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh Negara. UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa pengemis
dan gelandangan serta anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh Negara yang
dilaksanakan oleh Pemerintah. Permasalahan pengemis dianggap sebagai suatu
pelanggaran dalam hukum pidana. Larangan perbuatan mengemis yang diatur
dalam Pasal 504 KUHP menyatakan bahwa: (1) Barang siapa minta-minta
(mengemis) di tempat umum dihukum karena minta- minta, dengan kurungan
selama-lamanya enam minggu, (2) Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh
tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum
kurungan selama lamanya tiga bulan. Saat ini Keberadaan pengemis sudah menjadi
bagian dari kehidupan di kota-kota besar yaitu di kota Bekasi salah satunya, dimana
pengemis sering terlihat di pinggiran jalan, di depan toko-toko yang mana
melakukan tindakan meminta-minta di tempat umum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu
menitikberatkan pada sumber kepustakaan (Library Research). Data yang
digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini yang Pertama, Sebagai dasar atau pedoman hukum
pidana yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap
pengemis di Kota Bekasi diatur dalam ketentuan Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) dan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta secara khusus
di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Yang menjelaskan
bahwa kegiatan pengemisan yang dilakukan oleh para pengemis di tempat umum
adalah merupakan suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (overtredingen)
di bidang ketertiban umum. Kedua, Faktor-faktor penghambat penegakan hukum
pidana terhadap pengemis di Kota Bekasi antara lain; faktor struktur hukum
(legal structure) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum belum
maksimal, faktor substansi hukum (legal substance) yaitu belum adanya aturan
pidana bagi masyarakat pemberi kepada pengemis, dan faktor budaya hukum (legal
culture) yaitu berupa masih kurang pedulinya masyarakat Kota Bekasi akan
permasalahan pengemis, masih adanya masyarakat yang memberikan sesuatu/uang
kepada pengemis, nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat bertentangan dengan ide
pemidanaan terhadap pengemis, dan sikap mental aparat penegak hukum yang
lunak atau kurang tegas.

Kata Kunci : Kota Bekasi, Pengemis, Penegakan Hukum
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ABSTRACT

Harmoko. 201710115065. "Implementation of Criminal Law Enforcement in
Article 504 of the Criminal Code concerning the Prohibition of Public Begging
(Case Study in Bekasi City)".

1945 Constitution Article 34 paragraph 1 which reads that the poor and neglected
children are cared for by the State. The 1945 Constitution has the meaning that
beggars and homeless people as well as street children are maintained or
empowered by the State which is carried out by the Government. The problem of
beggars is considered a violation in criminal law. The prohibition of begging is
regulated in Article 504 of the Criminal Code which states that: (1) Anyone begging
(begging) in a public place is punished for begging, with imprisonment for a
maximum of six weeks, (2) Begging done together by three or more persons, each
of whom is more than 16 years of age, shall be sentenced to three months'
imprisonment. Currently, the existence of beggars has become a part of life in big
cities, namely in the city of Bekasi, one of which is, where beggars are often seen
on the side of the road, in front of shops where begging in public places.

This research uses the method of Normative Juridical approach that focuses on
library research. The data used is primary legal material, secondary legal material,
and tertiary legal material.

The conclusions of this study are First, as a basis or guideline for criminal law used
in implementing criminal law enforcement against beggars in Bekasi City, it is
regulated in the provisions of Article 504 of the Criminal Code (Book of Criminal
Law) and in the Regional Regulation of West Java Province Number 10 of 2012
concerning The implementation of Social Welfare is specifically regulated in the
Bekasi City Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning General
Provisions for Order, Cleanliness and Beauty which explains that begging activities
carried out by beggars in public places is a criminal act, namely as a violation
(overtredingen). Second The inhibiting factors for the enforcement of criminal law
against beggars in the city of Bekasi include; factor of legal structure (legal
structure) which is related to the performance of law enforcement officers has not
been maximized, factor of legal substance (legal substance), namely the absence of
criminal rules for the community giving to beggars, and factors of legal culture
(legal culture), namely in the form of still not caring about the people of the City
Bekasi will deal with the problem of beggars, there are still people who give
something/money to beggars, the values that grow in society are contrary to the
idea of punishing beggars, and the mental attitude of law enforcement officers is
soft or less firm.

Keywords: Bekasi City, Beggars, Law Enforcement
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